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PEMBERIAN HAK WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DI 
BALI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Oleh:
I Nengah Ardika1

Abstract
Law of inheritance under Balinese customary law has made daughters as heirs. 
This is a fundamental change in view of Balinese customary law is more concerned 
with the male lineage. In this study addressed two issues namely 1) What is the 
basic consideration of granting inheritance rights for girls in Bali? 2) Does the 
inheritance under customary law Bali already reflect justice?. This study uses 
normative legal research, that examines the conflict of norms between Decision 
The Assembly General MUDP Bali No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, 
Decision of Supremen Court regarding heirs of men and women in customary 
law system similarly, patriarchy. Legal materials collected through library 
research. The analysis is conducted qualitatively. Philosophically, granting 
inheritance rights to daughters in Bali reflects substantive justice. Legally 
granting inheritance rights in accordance reflect gender equality. Sociologically, 
the equality between men and women is in conformity with the times. Inheritance 
under customary law Bali already reflect justice. The Assembly decision MUDP 
Bali Agung No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 is a product of gender 
responsive laws.
Keywords: daughters, inheritance right, Balinese customary law and justice.

Abstrak
Hukum war�s menurut hukum adat Bal� telah membuat anak perempuan sebaga� 
ahl� war�s. Hal �n� adalah perubahan mendasar dalam hukum adat Bal� yang 
leb�h memperhat�kan gar�s keturunan lak�-lak�. Dalam penel�t�an �n� d�bahas 
dua permasalahan  ya�tu 1) Baga�manakah dasar pert�mbangan pember�an hak 
war�s bag� anak perempuan d� Bal�? dan 2) Apakah pembag�an war�san menurut 
hukum adat Bal� sudah mencerm�nkan kead�lan? Penel�t�an �n� merupakan 
penel�t�an hukum normat�f, yang menel�t� mengena� konfl�k norma antara 
Keputusan Majel�s Umum MUDP Bal� Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bal� 
/ X / 2010, Keputusan Pengad�lan tentang ahl� war�s lak�-lak� dan perempuan 
dalam hukum adat s�stem patr�ark�. Bahan hukum d�kumpulkan melalu� stud� 
kepustakaan. Anal�s�s d�lakukan secara kual�tat�f. Secara f�losof�s, pember�an 
hak war�s untuk anak perempuan d� Bal� mencerm�nkan kead�lan substant�f. 
Secara hukum, pember�an hak war�s mencerm�nkan kesetaraan gender. Secara 
sos�olog�s, kesetaraan antara lak�-lak� dan perempuan sudah sesua� dengan 
perkembangan zaman. War�san menurut hukum adat Bal� sudah mencerm�nkan 
kead�lan. Keputusan Majel�s MUDP Bal� Agung Nomor 01 / KEP / PSM-3 / 
MDP Bal� / X / 2010 adalah produk gender hukum respons�f.
Kata kunc�: anak perempuan, hak waris, hukum adat Bali dan keadilan.

1  Penul�s adalah jaksa dar� kejaksaan neger� buol sulawes� tengah, Ema�l: ard�-kadek82@gma�l.com
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I. PENDAHULUAN
Hukum war�s merupakan bag�an 

dalam lapangan hukum pr�vat yang 
menunjukkan aneka warna hukum 
d� Indones�a. Hukum adat war�s d� 
Indones�a berada pada alam p�k�ran 
trad�s�onal yang bersend� atas pr�ns�p-
pr�ns�p yang t�mbul dar� al�ran-al�ran 
p�k�ran komunal. Pembag�an war�san 
d�dasarkan pada ketentuan hukum 
adat yang berbeda d� mas�ng-mas�ng 
daerah.

Pada dasarnya pembag�an 
war�san d�dasarkan pada hukum adat, 
namun dalam perkembangannya, 
apab�la terjad� permasalahan maka 
ahl� war�s akan menyelesa�kannya 
melalu� lembaga pengad�lan. Hal �n� 
dapat d�l�hat pada Putusan Mahkamah 
Agung tanggal 23 Oktober 1961, 
No.179/K/SIP/1961 yang memutuskan 
anak lak�-lak� maupun anak perempuan 
d� tanah Karo berhak atas war�san 
orang tua dalam art� bag�an anak lak�-
lak� sama dengan anak perempuan. 
Putusan hak�m yang juga menentukan 
ahl� war�s adalah Putusan Mahkamah 
Agung tanggal 3 Desember 1958, 
Nomor 200 K/SIP/1958. Dalam 
putusan tersebut d�nyatakan bahwa 
menurut hukum Adat Bal� yang berhak 
mewar�s hanyalah keturunan pr�a dan 
p�hak keluarga pr�a dan anak angkat 
lelak�. 

Putusan hak�m yang berbeda 
mengena� ahl� war�s d� Batak Karo dan 
Bal� yang menganut s�stem patr�l�neal 
men�mbulkan dua kemungk�nan yakn� 
kead�lan dan b�as gender. John Jay 

menyatakan justice is indiscriminately 
due to all, without regard to numbers, 
wealth, or rank.2 Kead�lan pada 
dasarnya tanpa d�skr�m�nas� kepada 
semua orang, tanpa memperhat�kan 
t�ngkatan, kekayaan dan per�ngkat.  
Putusan hak�m juga dapat men�mbulkan 
b�as gender. Mengena� b�as gender 
oleh hak�m, Har� Chand menyatakan:

Since judges as well as other 
law officers have their biases against 
women, their decisions are most 
influenced by their biases. Four 
elements have been pinpointed by 
feminists, the legal framework, legal 
literacy, access to the court and fair 
treatment in the courts as necessary 
in order to avoid exclusion of women 
from justice.3

Kedua putusan yang berbeda 
dalam s�stem patr�ark� tentu d�dasarkan 
pada pert�mbangan yang berbeda 
pula. Dalam perkembangannya, hak 
war�s bag� anak perempuan mula� 
d�perhat�kan dalam masyarakat adat 
d� Bal�. Pada tahun 2010 melalu� 
Keputusan Pesamuhan Agung MUDP 
Bal� Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP 
Bal�/X/2010, anak perempuan yang 
ninggal kadaton terbatas d�ber�kan 
hak war�s. Oleh sebab �tu sangat 
menar�k untuk membahas mengena� 
“Pemberian Hak Waris Bagi Anak 

2  Achmad Al�, 2009, Menguak Teori 
Hukum (Legal Theory dan Teor� Perad�lan 
(Judicialprudence) Termasuk Intepretas� 
Undang-undang (Legisprudence), Kencana, 
Jakarta, hlm. 221. 

3 Har� Chand, 1994, Modern Jurisprudence, 
Internat�onal Law Book Serv�ces, Kuala 
Lumpur, hlm. 335.
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Perempuan di Bali Dalam Perspektif 
Keadilan.”

Berdasarkan latar belakang 
yang telah d�ura�kan sebelumnya, 
maka dapat d�rumuskan permasalahan 
sebaga� ber�kut:
a. Baga�manakah dasar 

pert�mbangan pember�an hak 
war�s bag� anak perempuan d� 
Bal�?

b. Apakah pembag�an war�san 
menurut hukum adat Bal� sudah 
mencerm�nkan kead�lan?
Or�g�nal�tas penel�t�an d�lakukan 

dengan memband�ngkan beberapa 
penel�t�an la�n, d�antaranya:
1. Kedudukan Hak Mewar�s Wan�ta 

H�ndu dalam S�stem Hukum 
Adat War�s d� Bal� yang d�tul�s 
oleh N� Luh Gede Isa Praret� 
pada Jurnal Hukum Un�vers�tas 
Braw�jaya, Malang. Dalam 
penel�t�an �n� d�ura�kan mengena� 
kesesua�an mengena� ketentuan 
t�dak member�kan hak mewar�s 
bag� anak perempuan dengan 
perkembangan masyarakat 
hukum adat Bal� dan t�ndakan 
yang d�lakukan agar anak 
perempuan d� Bal� mendapatkan 
hak mewar�s. Dalam penel�t�an 
tersebut, fokus penel�t�an adalah 
�nfer�or�tas anak perempuan 
dalam hak mewar�s4 sedangkan 
dalam penel�t�an �n� justru 
membahas pember�an hak war�s 
bag� anak perempuan d� Bal�.

4 N� Luh Gede Isa Praret�, 2015, Kedudukan Hak 
Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum 
Adat Waris di Bali, Jurnal Hukum Un�vers�tas 
Braw�jaya, Malang.

2. Hak War�s Anak Perempuan 
dalam Hukum War�s Adat Bal� 
yang d�tul�s oleh I Gede Dharman 
Gunawan, pada Jurnal Satya 
Dharma, STAHN Tampung 
Penyang, Palangkaraya. 
Dalam penel�t�an Penel�t�an �n� 
mengkaj� mengena� kelemahan 
pos�s� perempuan dalam 
memperoleh hak war�s menurut 
hukum adat Bal�,5 sedangkan 
penel�t�an �n� mengkaj� mengena� 
anal�s�s kead�lan dalam dasar 
pert�mbangan pember�an hak 
war�s bag� anak perempuan d� 
Bal�.

3. Meng�k�s Ket�dakad�lan Gender 
dalam Adat Bal�, yang d�tul�s 
oleh N� Ketut Sr� Utar�. Dalam 
penel�t�an tersebut d�bahas 
mengena� hukum war�s dalam 
hukum adat Bal� yang b�as gender 
dan perlunya rekonstruks� sos�al 
untuk mewujudkan kead�lan 
gender dalam hukum war�s d� 
Bal�,6 sedangkan dalam penel�t�an 
�n� d�bahas mengena� hak war�s 
bag� perempuan �tu send�r� 
sesua� dengan perkembangan 
Keputusan Pesamuhan Agung 
MUDP Bal� Nomor 01/KEP/
PSM-3/MDP Bal�/X/2010 dan 

5 I Gede Dharman Gunawan, 2015, Hak Waris 
Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat 
Bali, Jurnal Satya Dharma, STAHN Tampung 
Penyang, Palangkaraya.

6 Ketut Sr� Utar�, 2006,  Mengikis Ketidakadilan 
Gender dalam Adat Bali, d�sampa�kan pada 
Temu Ilm�ah II Asos�as� Pengajar dan Pem�nat 
Hukum Berspekt�f Gender se Indones�a 
(APPHGI), pada 18-20 September 2006, d� 
Surabaya.
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memband�ngkannya dengan 
berbaga� yur�sprudens�.
Tujuan penel�t�an �n� terd�r� 

dar� tujuan  umum dan tujuan 
khusus. Pertama Tujuan umum 
dalam penel�t�an �n� adalah untuk 
menganal�s�s pember�an hak war�s 
bag� anak perempuan d� Bal� dalam 
perspekt�f kead�lan.

 Tujuan khusus dalam penel�t�an 
�n� adalah:
a. Untuk menganal�s�s dasar 

pert�mbangan pember�an hak 
war�s bag� anak perempuan d� 
Bal�.

b. Untuk menganal�s�s pembag�an 
war�san menurut hukum adat 
Bal� sudah mencerm�nkan 
kead�lan.

II METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� menggunakan 

pendekatan yur�d�s normat�f yang 
mengkaj� mengena� konfl�k norma 
antara Keputusan Pesamuhan Agung 
MUDP Bal� Nomor 01/KEP/PSM-
3/MDP Bal�/X/2010, Putusan MA 
mengena� ahl� war�s lak�-lak� dan 
perempuan pada s�stem hukum adat 
yang sama yakn�  patr�arkh�.

Jen�s pendekatan yang d�gunakan 
adalah pendekatan perundang-
undangan (the statute approach) 
dengan mengkaj� peraturan perundang-
undangan dan yur�spubdens�. 
Pendekatan konsep hukum (analitical 
and conseptual approach) juga 
d�gunakan dalam mengura�kan var�able 
mengena� hukum war�s, perempuan 
dan kead�lan.

Bahan hukum berasal dar� 
bahan hukum pr�mer yakn� Keputusan 
Pesamuhan Agung MUDP Bal� Nomor 
01/KEP/PSM-3/MDP Bal�/X/2010, 
Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 
Oktober 1961, No.179/K/SIP/1961, 
Putusan Mahkamah Agung tanggal 
3 Desember 1958, Nomor 200 K/
SIP/1958 dan �nstrumen hukum terka�t. 
Bahan hukum sekunder d�peroleh dar� 
l�teratur-l�teratur yang relevan dengan 
pembahasan. 

Pengumpulan bahan hukum 
yang d�gunakan dalam penel�t�an 
�n� adalah melalu� tekn�k stud� 
kepustakaan. Dokumen dan l�teratur 
hukum d�kumpulkan dan d�rujuk 
sebaga� bahan dalam penel�t�an.

Anal�s�s bahan hukum d�lakukan 
secara kual�tat�f dengan menjelaskan 
mengena� kaj�an hukum adat Bal� 
khususnya mengena� kewar�san bag� 
perempuan dalam perspekt�f kead�lan. 
Has�l penel�t�an d�ura�kan secara 
deskr�pt�f anal�t�s.

III PEMBAHASAN
3.1 Dasar Pertimbangan Pembe-

rian Hak Waris Bagi Anak 
Perempuan di Bali
Masalah pewar�san ser�ngkal� 

men�mbulkan persoalan. War�s 
merujuk pada hak dan kewaj�ban 
terhadap harta kekayaan dar� seseorang 
pada waktu �a men�nggal dun�a akan 
beral�h kepada orang la�n yang mas�h 
h�dup. Pengaturan masalah war�s d� 
Indones�a berada pada lapangan hukum 
perdata, oleh sebab �tu, ketentuan 
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hukum war�s tunduk pada hukum adat, 
hukum perdata (BW) atau hukum yang 
d�p�l�h.

Pembag�an war�san d� Bal� 
d�sesua�kan dengan s�stem kekerabatan 
masyarakat Bal� yang menganut s�stem 
purusha. Pada mulanya, yang berhak 
mendapatkan war�san d� Bal� hanyalah 
keturunan pr�a dar� keluarga p�hak pr�a 
dan anak angkat lak�-lak� sebaga�mana 
yang d�perkuat dalam Putusan MA  
tanggal 3 Desember 1958, Nomor 200 
K/SIP/1958. Secara f�losof�s, Putusan 
MA  tanggal 3 Desember 1958, 
Nomor 200 K/SIP/1958 menganut 
teor� kead�lan part�kular (Particular 
justice) d�mana kead�lan d�pandang 
dar� s�s� budaya. Putusan �n� d�katakan 
oleh masyarakat Bal� karena sesua� 
dengan hukum adatnya, namun belum 
tentu ad�l bag� masyarakat la�n.

Putusan MA  tanggal 3 Desember 
1958, Nomor 200 K/SIP/1958 juga 
mendasarkan pada teor� HAM yakn� 
teor� relat�v�sme budaya (cultural 
relativism theory). Gagasan tentang 
relat�v�sme budaya memandang bahwa 
satu-satunya sumber keabsahan hak 
dan ka�dah moral adalah kebudayaan. 
Menurut gagasan �n�, hak asas� manus�a 
d�anggap akan d�paham� menurut 
konteks kebudayaan d� mas�ng-
mas�ng negara.7 Hak asas� manus�a 
d�pandang sebaga� �nteraks� sos�o-
kultural, dengan dem�k�an pandangan 
mengena� kemanus�aan bukanlah hal 

7 Rhona K.M. Sm�th et.al., 2010, Hukum 
Hak Asasi Manusia, Pusat Stud� Hak Asas� 
Un�vers�tas Islam Indones�a (PUSHAM UII), 
Yogyakarta, hlm. 20

yang un�versal, namun sesua� dengan 
trad�s� mas�ng-mas�ng bangsa.8 

Secara yuridis, Putusan MA  
tanggal 3 Desember 1958, Nomor 
200 K/SIP/1958 sejalan dengan 
hukum adat Bal� yang menar�k gar�s 
keturunan pada gar�s purusa yang 
secara umum adalah lak�-lak�. Dalam 
pandangan trad�s�onal yang mas�h kuat 
mendom�nas� alam p�k�ran masyarakat 
Bal�, pewar�s adalah seorang ayah 
(lak�-lak�). Dalam log�ka �n�, harta 
war�san d�turunkan melal� gar�s lak�-
lak� seh�ngga semua harta adalah 
m�l�k lak�-lak�, sedangkan perempuan 
bukanlah pem�l�k harta. Dalam hukum 
adat Bal� yang berdasarkan pada 
s�stem kekeluargaan kepurusa, orang-
orang yang dapat d�perh�tungkan 
sebaga� ahl� war�s dalam gar�s pokok 
keutamaan dan gar�s pokok penggant� 
adalah para lak�-lak� dalam keluarga 
bersangkutan, sepanjang t�dak putus 
haknya sebaga� ahl� war�s.9

Secara sosiologis, Putusan 
MA  tanggal 3 Desember 1958, 
Nomor 200 K/SIP/1958 t�dak dapat 
d�p�sahkan dengan n�la�-n�la� dalam 
masyarakat Bal�. Hukum war�s adat 
sangat erat hubungannya dengan s�fat-
s�fat kekeluargaan dar� masyarakat 
hukum yang bersangkutan beserta 

8  I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi 
Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah 
Perubahan UUD 1945, Setara, Malang, hlm 
207-208, (selanjutnya d�sebut I Dewa Gede 
Atmadja I).

9 Wayan P. W�nd�a dan Ketut Sudantra, 2006,  
Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga 
Dokumenta� dan Publ�kas� Fakultas Hukum 
Un�vers�tas Udayana, Denpasar, hlm. 117-
118. 
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pengaruhnya pada harta kekayaan 
yang d�t�nggalkan dan berada pada 
masyarakat �tu. D� samp�ng �tu, hukum 
war�s adat t�dak hanya mendapat 
pengaruh dar� perubahan-perubahan 
sos�al, tetap� juga dar� peraturan-
peraturan hukum as�ng sejen�s yang 
oleh para hak�m selalu d�terapkan 
in concreto walaupun pengaruhnya 
sangat kec�l.10

Hukum dan n�la�-n�la� sos�al 
budaya masyarakat �tu ternyata 
berka�tan erat d�mana hukum yang 
ba�k t�dak la�n adalah hukum yang 
mencerm�nkan n�la�-n�la� yang h�dup 
dalam masyarakat.11 Keh�dupan 
masyarakat Bal� yang menempatkan 
kewaj�ban bag� anak lak�-lak� (kecual� 
dalam status perkaw�nan nyentana) 
menjad� dasar pert�mbangan bahwa 
ahl� war�s hanyalah anak lak�-lak� 
saja. 

Perkembangan s�stem pewar�san 
dalam hukum adat Bal� meng�kut� 
perkembangan zaman d�mana hukum 
war�s dalam hukum adat Bal� k�n� 
telah member�kan tempat bag� anak 
perempuan. Dalam Keputusan 
Pesamuhan Agung MUDP Bal� Nomor 
01/KEP/PSM-3/MDP Bal�/X/2010, 
tanggal 15 Oktober  2010 member�kan 
hak war�s bag� anak perempuan yang 
ninggal kadaton terbatas. Mereka 
yang ninggal kedaton terbatas 
d�mungk�nkan mendapatkan harta 
10 C. Dew� Wulansar�, 2010, Hukum Adat 

Indonesia Suatu Pengantar, Ref�ka Ad�tama, 
Bandung, hlm. 74.

11 L�l� Rasdj�d� dan Ira Than�a Rasj�d�, 2007, 
Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, C�tra 
Ad�tya Bakt�, Bandung, hlm. 80.

war�san d�dasarkan atas asas ategen 
asuwun (dua berband�ng satu), dengan 
saudaranya yang berstatus purusa. 
Ninggal kedaton terbatas ya�tu ninggal 
kedaton tetap� dalam batas tertentu 
mas�h memungk�nkan melaksanakan 
swadharma sebaga� umat H�ndu.12 
Berdasarkan Keputusan tersebut, 
golongan  ninggal kadaton terbatas 
adalah sebaga� ber�kut.
1. Perempuan yang melangsungkan 

perkaw�nan biasa.
2. Lak�-lak� yang melangsungkan 

perkaw�nan nyentana/nyeburin.
3. Telah d�angkat anak (kaperas 

sentana) oleh keluarga la�n 
sesua� dengan agama H�ndu dan 
hukum adat Bal�.

4. Menyerahkan d�r� (makidihang 
raga) kepada keluarga la�n atas 
kemauan send�r�.
Secara filosofis, Keputusan 

Pesamuhan Agung MUDP Bal� Nomor 
01/KEP/PSM-3/MDP Bal�/X/2010 
member�kan rasa kead�lan kepada 
perempuan yang sebelum adanya 
keputusan tersebut d�kesamp�ngkan 
dalam pembag�an war�san. Menurut 
Rawls d�dasarkan kead�lan pada 
asasnya d�mana set�ap orang harus 
mempunya� hak atas kebebasan.13 
Keputusan Pesamuhan Agung MUDP 
Bal� Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP 

12 Wayan P. W�nd�a, N� Made W�ast� dan N� Luh 
Arjan�, 2012,  Pewarisan Perempuan Menurut 
Hukum Adat di Bali, Udayana Un�vers�ty 
Press, Denpasar, hlm. 80.

13 B. Ar�ef S�dharta, Meuwissen 2008, Tentang 
Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, dan 
Filsafat Hukum, Ref�ka Ad�tama, Bandung, 
hlm. 87.
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Bal�/X/2010 d�dasarkan pada kead�lan 
global (global justice). Persamaan 
antara lak�-lak� dan perempuan harus 
d�lakukan pada semua aspek dalam 
keh�dupan, bukan hanya dalam ruang 
l�ngkup kewaj�ban namun juga dalam 
ruang l�ngkup hak. 

Persamaan hak dan kewaj�ban 
antara lak�-lak� dan perempuan dalam 
pewar�san merupakan cerm�nan dar� 
penegakan HAM. HAM adalah hak-
hak yang d�ber�kan langsung oleh 
Tuhan yang Maha Penc�pta (hak-
hak yang bers�fat kodrat�). Pada 
hak�katnya, dua hak dasar yang 
pal�ng fundamental dalam hak asas� 
manus�a adalah hak persamaan dan 
hak kebebasan.14 Persamaan hak 
�n� berakar dar� teor� un�versal�s 
(universalist theory) hak asas� 
manus�a. D�cermat� dar� pert�mbangan 
bahwa kesetaraan hak antara lak�-lak� 
dan perempuan merupakan hukum 
yang h�dup d� seluruh Indones�a, maka 
kead�lan yang d�anut adalah kead�lan 
substant�f. Tolok ukur hukum ad�l, 
leb�h mengutamakan doelmatigheid 
dar�pada rechtsmatigheid.15 

Secara yuridis, d�masukkan 
perempuan sebaga� ahl� war�s t�dak 
lepas dar� perjuangan hak asas� manus�a 
dan pergerakan kaum perempuan 
yang terleg�t�mas� dalam �nstrumen 
hukum. Dalam Universal Declaration 
of Human Rights d�sebutkan: “…in 
14 Za�nudd�n Al�, 2010,  Filsafat Hukum, S�nar 

Graf�ka, Jakarta, hlm. 146.
15 I Dewa Gede Atmadja, 2013, Filsafat Hukum 

Dimensi Temati dan Historis, Setara, Malang, 
hlm. 85, (selanjutnya d�sebut I Dewa Gede 
Atmadja II).

the equal rights of men and women...” 
Ketentuan tersebut d�der�vas� dalam 
Konvens� perempuan yang mem�l�k� 
pr�ns�p-pr�ns�p persamaan substant�ve, 
yakn� persamaan kesempatan, akses 
dan pen�kmatan manfaat, pr�ns�p 
nond�skr�m�nas� dan pr�ns�p kewaj�ban 
negara.16

Secara sos�olog�s, persamaan 
kedudukan antara lak�-lak� dan 
perempuan sudah sesua� dengan 
perkembangan zaman. Kenyataannya 
banyak anak perempuan yang leb�h 
bertanggung jawab kepada keluarganya 
dar� anak lak�-lak� mesk�pun 
anak perempuan tersebut sudah 
melangsungkan perkaw�nan. D�t�njau 
secara haraf�ah, kata “perempuan” 
berasal dar� akar Bahasa Melayu 
yang berart� empu atau �nd�k, art�nya 
member� h�dup.17 Sebaga� pember� 
h�dup sudah selayaknya perempuan 
mem�l�k� kedudukan yang setara 
dengan lak�-lak� dalam hal mewar�s. 

3.2 Pembagian Warisan Menurut 
Hukum Adat Bali yang 
Mencerminkan Keadilan
Pada mulanya, yang d�pandang 

sebaga� ahl� war�s dalam masyarakat 
adat Bal� adalah yang berstatus hukum 
purusa (pada umumnya adalah lak�-
lak�) yakn� sebaga� penerus keturunan 

16 Moert� Had�at� Soeroso, 2011, Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif 
Yuridis-Viktimologis, S�nar Graf�ka, Jakarta, 
hlm. 48.

17 Abdul Wah�d dan Muhammad Irfan, 2001, 
Perlindungan Korban Kekerasan Seksual 
Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Ref�ka 
Ad�tama, Bandung, hlm. 29.
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dalam  kewaj�ban pemujaan pura 
leluhur (kaw�tan). Berdasarkan 
pert�mbangan �n� maka wajar b�la 
Putusan MA  tanggal 3 Desember 1958, 
Nomor 200 K/SIP/1958 sejalan dengan 
hukum adat Bal�, desa pakraman dan 
alam keh�dupan masyarakat Bal�.

Hukum harus meng�kut� 
perkembangan masyarakat agar 
hukum t�dak tert�nggal. Putusan MA  
tanggal 3 Desember 1958, Nomor 
200 K/SIP/1958 t�dak sesua� dengan 
kead�lan dan perkembangan zaman 
saat �n�. Putusan tersebut men�mbulkan 
d�sk�m�nas� terhadap perempuan. 
Dalam Putusan MA  tanggal 3 Desember 
1958, Nomor 200 K/SIP/1958 terl�hat 
bahwa hukum bers�fat pallocentris.  
Bag� feminist legal theory, hukum 
d�bangun dan d�konstruks�kan dalam 
log�ka lak�-lak�. Ak�batnya hukum 
telah menyumbang kepada pen�ndasan 
terhadap perempuan.18 

S�stem hukum dengan dom�nas� 
lak�-lak� �n� menempatkan perempuan 
pada pos�s� subord�nat.19  Budaya 
patr�ark� yang d�pertahankan dalam 
Putusan MA  tanggal 3 Desember 1958, 
Nomor 200 K/SIP/1958  men�mbulkan 
subord�nas� bag� perempuan. 
Keputusan Pesamuhan Agung MUDP 
Bal� Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bal�/
X/2010 yang member�kan hak war�s 
bag� anak perempuan yang ninggal 

18 Benard L. Tanya, Yoan N. S�manjuntak dan 
Markus Y. Hage, 2010,  Teori Hukum Strategi 
Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 
Genta, Yogyakarta, hlm. 179-180. 

19 A. Mukt�e Fadjar, 2013, Teori-teori Hukum 
Kontemporer, Setara, Malang, hlm. 81.

kedaton terbatas merupakan suatu 
terobosan hukum yang member�kan 
rasa kead�lan.  Keputusan MUDP �n� 
mencerm�nkan s�stem hukum yang 
respons�ve gender. 

D�keluarkannya Keputusan 
Pesamuhan Agung MUDP Bal� 
Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bal�/
X/2010 menjam�n kepast�an hukum 
bag� keluarga untuk member�kan 
hak war�s kepada anak perempuan 
seh�ngga terh�ndar dar� konfl�k 
perebutan hak war�s dar� saudara 
lak�-lak�nya. Pasamuhan Agung III 
Majel�s Utama Desa Pakraman Bal� 
memutuskan mengena� kedudukan 
suam� �str� dan anak terhadap harta 
pusaka dan harta gunakaya d�mana 
d�nyatakan “Anak kandung (lak�-lak� 
atau perempuan) serta anak angkat 
(lak�-lak� atau perempuan) berhak atas 
harta gunakaya orangtuanya, sesudah 
d�kurang� sepert�ga sebaga� duwe 
tengah (harta bersama), yang d�kuasa� 
(bukan d�m�l�k�) oleh anak yang 
nguwubang (melanjutkan swadharma 
atau tanggung jawab) orangtuanya.

Has�l Pasamuhan Agung 
yang d�tuangkan dalam Keputusan 
Pesamuhan Agung MUDP Bal� Nomor 
01/KEP/PSM-3/MDP Bal�/X/2010 
�n� menjad� s�mbol fungs� hukum 
sebaga� alat pengubah masyarakat. 
Art�nya hukum dapat berperan sebaga� 
pem�mp�n perubahan dalam keh�dupan 
masyarakat guna mewujudkan 
ketert�ban pada masyarakat �tu 
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send�r�.20 Hukum yang ba�k adalah 
hukum yang sesua� dengan hukum 
yang h�dup d� dalam masyarakat saat 
�n�. 

Pember�an hak sebaga� ahl� 
war�s bag� anak perempuan sesua� 
dengan ajaran agama H�ndu yang 
sangat mengharga� kaum perempuan. 
Dalam Manawadharmasastra Bab 
III Sloka 56 yang buny�nya “Yatra 
naryastu pujyante, Ramante tatra 
dewata, Yatraitastu na pujiante, 
Sarwastalah kriyah” (tempat d�mana 
wan�ta d�hormat�, maka d�sanalah para 
dewa-dewa akan merasa senang, tetap� 
d�mana wan�ta t�dak d�hormat�, maka 
t�dak ada upacara suc� apapun yang 
berpahala). 

Pember�an hak war�s bag� anak 
perempuan dalam s�stem kekerabatan 
patr�l�neal bukan hanya terjad� d� Bal� 
saja, namun juga pada masyarakat 
Batak Karo sebaga�mana yang 
tercantum dalam Putusan MA tanggal 
23 Oktober 1961, No.179/K/SIP/1961 
mengena� pewar�san dalam masyarakat 
Batak Karo.  Berdasarkan Putusan 
tersebut, maka ahl� war�s dalam s�stem 
kekeluargaan masyarakat Batak Karo 
t�dak hanya anak lak�-lak� namun juga 
anak perempuan. 

Putusan MA tanggal 23 
Oktober 1961, No.179/K/SIP/1961 
dan Keputusan Pesamuhan Agung 
MUDP Bal� Nomor 01/KEP/PSM-3/
MDP Bal�/X/2010 dengan send�r�nya 
mengukuhkan fungs� hukum sebaga� 
20 Soerjono Soekanto, 2009, Pokok-pokok 

Sosiologi Hukum, PT RajaGraf�ndo Persada, 
Jakarta, hlm. 43.

alat pengubah masyarakat. Hukum 
sebaga� alat pengubah masyarakat, 
art�nya hukum d�pergunakan sebaga� 
suatu alat oleh agent of change.  Kedua 
produk hukum tersebut member�kan 
kead�lan gender bag� lak�-lak� maupun 
perempuan.

IV KESIMPULAN
a. Dasar pert�mbangan pember�an 

hak war�s bag� anak perempuan 
d� Bal� secara f�losof�s 
mencerm�nkan kead�lan 
substant�ve. Secara yur�d�s 
pember�an hak war�s sesua� 
dengan hak asas� manus�a 
yang mengamatkan kesetaraan. 
Secara sos�olog�s, persamaan 
kedudukan antara lak�-lak� 
dan perempuan sudah sesua� 
dengan perkembangan zaman. 
Pember�an hak war�s bag� 
anak perempuan d� Bal� bukan 
hanya dalam konteks pember�an 
hak, namun juga pembebanan 
kewaj�ban, seh�ngga anak 
perempuan yang berhak menjad� 
ahl� war�s hanyalah anak 
perempuan yang ninggal kedaton 
terbatas. 

b. Pembag�an war�san menurut 
hukum adat Bal� sudah 
mencerm�nkan kead�lan. 
Keputusan Pesamuhan Agung 
MUDP Bal� Nomor 01/KEP/
PSM-3/MDP Bal�/X/2010 
merupakan produk hukum 
yang respons�ve gender dengan 
berlandaskan pada global justice, 
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teor� un�versal�s, �nstrumen 
hukum yang menyatakan 
persamaan hak antara lak�-lak� 
dan perempuan serta perubahan 
zaman yang meng�ng�nkan 
kesetaraan gender. Pember�an 
hak sebaga� ahl� war�s bag� 
anak perempuan sesua� dengan 
ajaran agama H�ndu yang sangat 
mengharga� kaum perempuan 
sebaga�mana yang tertuang 
dalam Manawadharmasastra
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